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UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Gambar 1. Mengenai kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 25

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan
tata usaha negara.

(2) Peradilan . . .

0=

(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang iksa, dili, dan us perkara
pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3 F il seb i di ksud pada ayat (1)
berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Gambar 2. Mengatur dasar kewenangan bagi pejabat pemerintahan dalam

mengambil keputusan.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

a. peraturan perundang-undangan; dan
b. AUPB.

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang
menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan
dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau
Tindakan.
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Gambar 3. Mengenai dasar suatu keputusan dapat dianggap tidak sah.

Bagian Kelima
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan

Paragraf 1
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang tidak berwenang;

b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang melampaui kewenangannya;
dan/atau

c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan  yang bertindak sewenang-
wenang.

Gambar 4. Mengenai syarat sahnya suatu keputusan

Bagian Kesatu
Syarat Sahnya Keputusan

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;:

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan AUPB.
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UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Gambar 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 tentang asas

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 24
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
kepastian hukum;
. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
tertib kepentingan umum;
. keterbukaan;

proporsionalitas;

moa0Qp

profesionalitas;
g. akuntabilitas . . .

Ta?
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- i

akuntabilitas;

. efektivitas dan efisiensi;
kearifan lokal;
keberagaman; dan

. partisipatif.

[ wilkala

Gambar 6. Kewenangan kepala desa

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban

masyarakat Desa;
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Gambar 7. Mengenai larangan bagi perangkat desa

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

a.
b.

i

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu;

melakukan  tindakan  meresahkan  sekelompok
masyarakat Desa;

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;

i. merangkap . . .

%
Y

) o
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merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan  lain  yang ditentukan  dalam  peraturan
perundangan-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari
kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan.
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Gambar 8. Mengenai sanksi bagi perangkat desa yang melanggar larangan.

Pasal 52

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi
administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan
tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Gambar 9. Mengenai dasar hukum pemberhentian perangkat desa

Pasal 53
(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun:
b. berhalangan tetap;

<. tidak .

&
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c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat
Desa; atau
d. scbagai Desa.
(3) Pemberhentian  perangkat Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama

Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian
i i pada ayat (3)

Desa
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU NO.6 TAHUN 2014

Gambar 10. Mengenai dasar pemberhentian perangkat desa.

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a.
b.
c.

meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau
diberhentikan.

(2) Perangkat Desa vyang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena:

a.
b.
c.

d.

usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

berhalangan tetap;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
atau

melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69 . . .

*

~
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Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan

mekanisme sebagai berikut:

a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau
sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;

b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis
yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa
yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan
dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat
Desa dengan keputusan kepala Desa.
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PERMENDAGRI NO. 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Gambar 11. Mengenai persyaratan pengangkatan perangkat desa.

BABII
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga
Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan
khusus.
(2) Persy Umum pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. Berpendidikan  paling rendah  sckolah  mcencngah
umum atau yang sederajat;
Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42
(empat puluh dua) tahun;
Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat
tinggal di Desa paling knrang 1 (sam) tahun sehelnm
pendaftaran; dan

e

0o

3) Khusus i pada ayat
(1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan
memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya
masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persy khusus i dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Gambar 12. Mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

m Desa dil melalui
mekanisme sebagai berikut:
a.  Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari
ketua, dan
seorang anggota;
b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan
penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan

oleh Tim;
c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal
calon F Desa dil paling lama 2

(dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong
atau diberhentikan;
d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon

Desa 2 (dua) orang

calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada

Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap
calon Desa 7 (tujuh)
hari kerja;

f.  Rekomendasi yang diberikan Camat berupa
persetujuan  atau  penolakan  berdasarkan

persyaratan yang ditentukan;

g Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala
Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan,
Kepala Desa melakukan penjaringan  dan
penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
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